SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 155 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 10 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

Mengingat
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TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

: a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat dan bendahara

pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah, perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur
Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 10 Tahun 2025 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan
Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 10 Tahun
2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang ..../2



10.
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
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Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025
Nomor 3);

Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun
2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 42 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Gubernur Papua Tengah Nomor 143 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur
Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara  Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah  Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

g s 0 19

N

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Ketua DPRPT di Nabire;

Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di
Nabire;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua
Tengah di Nabire;

Kepala Dinas Kebakaran, Peyelamatan, Penanggulangan Bencana dan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire.
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NIP 197607031996101001
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DINAS SOSIAL P A
g PEMBERDAYAAN NIP 197905022010011026 erngguna Anggaran
' PEREMPUAN DAN | ANI DEGEL S.Sos ,
PERLINDUNGAN ANAK | NIP 197708042011042002 Bendahara Pengeluaran
DINAS TENAGA KERJA, | FRETS JAMES BORAY, S.E.,M.Si
b ¢ ] 3 . A
. TRANSMIGRASI ENERGI | NIP 196702181989121002 e M —
‘ DAN SUMBER DAYA SISILIA LIMBONG P, SE
) s 1
MINERAL NIP 198404212011042002 Bendahara Pengeluaran
omas eanca, | TENCETHE Paeasa 1. v ——
8. | PERTANIAN, KELAUTAN e e
DAN PERIKANAN H ISOPA, S.Sos 1
NIP 197601202001121005 Bendahara Rengeluaran
DINAS LINGKUNGaN | JaN RICHARD PUGU, S.Hut, M.5i Pengguna Anggaran
NIP 197310242000121002
9. | HIDUP, KEHUTANAN DAN ot o
Pengel
PERTANAHAN NIP 19690507 1992022002 Bendahara Pengeluaran
DINAS KEPENDUDUKAN | yERIMIAS MOTE, S.STP., MIP
DAN PENCATATAN SIPIL | NIP 198209052001121001 Pengguna Anggaran
10. DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN ANDRIS PANDENSOLANG N
KAMPUNG NIP 19820403 201004 1 003 Bendahara Pengeluaran
EWANGGEN KOKOYA, S.Th., M.AP N
NIP 1970 00003 1 005
11. | DINAS PERHUBUNGAN SUPA?QTIOSOQ 2
, Pengel
NIP 197901202015072001 Bendahara Pengeluaran
DINAS KOMUNIKASI DAN | HAM A. NAWIPA, S.SIT Pengguna Anggaran
12. | INFORMATIKA, STATISTIK | NIP 197604261991031008
Pengel
NIP 199211302015112001 Bendahara Pengeluaran
13 | DINAS KOPERASI, USAHA | NORBETUS MOTE, SE, M.Si A ——

KECIL DAN MENENGAH,

NIP 197311232005021003




PERINDUSTRIAN DAN
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